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ABSTRAK 

STRATEGI KEBIJAKAN PENANGANAN AUTISME ANAK PADA DINAS 

SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA 

Winny Wahyuni 

Pascasarjana Magister Lembaga Administrasi Negara Politeknik STIA LAN 

Jakarta Program Magister Terapan Tahun 2024 

Peran Pemerintah dalam hal penanganan penyandang disabilitas sangat penting 

terutama pada disabilitas ganda yang memiliki gangguan dari gabungan fisik 

mental, disabilitas mental dan sensorik atau dapat di klasifikan ke dalam 

penyandang disabilitas autis yang belum tersentuh secara spesifik. Anak autis 

dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Anak autis perlu dilatih 

mengembangkan mental psikososial untuk kehidupan sehari-harinya. Kebutuhan 

pendidikan, komunikasi, hingga sosialisasi bagi anak autis berbeda dengan anak 

lain pada umumnya. Ketiadaan data yang valid mengenai jumlah anak autis di 

Indonesia menyebabkan sulitnya perencanaan program untuk menunjang 

pemenuhan kebutuhan hak anak autis, belum adanya panti khusus yang memiliki 

sarana dan prasana dalam menangani anak autis. Keberadaan panti khusus anak 

autis merupakan tantangan tersendiri yang diharapkan dapat segera terselesaikan 

serta dibutuhkan suatu kebijakan strategis. Model implementasi kebijakan yang 

digunakan dalam analisis penanganan anak autis di DKJ adalah model Edward III 

karena model ini menekankan pada beberapa faktor kunci yang sangat relevan 

dengan konteks dalam Penelitian yaitu Komunikasi; Struktur Birokrasi; Sumber 

Daya; Disposisi. 

Hasil Penelitian adalah Komunikasi terkait kebijakan penanganan autisme pada 

anak di DKJ belum dilaksanakan secara optimal, Dinas Provinsi DKJ, perlu 

memiliki Sumber daya manusia yang berkualitas yang senantiasa mengantisipasi 

tuntutan masa depan, Pemerintah Provinsi DKJ belum melaksanakan secara 

optimal perintah yang tertuang dalam Peraturan Mendikbud No. 33/2008 dan Perda 

No. 4/2022, Dinas Sosial DKJ belum memiliki program yang secara khusus 

ditujukan untuk anak autis, namun adanya beberapa program untuk penanganan 

anak disabilitas secara umum menunjukkan bahwa Dinas Sosial tetap berusaha 

untuk menangani isu tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan desain 

Kualitatif. Sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

trianggulasi (gabungan). 

Kata Kunci : Autism, data, Strategi Kebijakan, Sarana Prasarana autis 
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ABSTRACT 

POLICY STRATEGY HANDLING CHILDREN'S AUTISM IN THE 

GOVERNMENT SOCIAL SERVICES OF THE JAKARTA SPECIAL 

REGIONAL REGION  

Winny Wahyuni 

Pascasarjana Magister Lembaga Administrasi Negara Politeknik STIA LAN 

Jakarta Program Magister Terapan Tahun 2024 

The role of the Government in handling people with disabilities is very important, 

especially for multiple disabilities that have disorders from a combination of 

physical, mental, and sensory disabilities or can be classified into people with 

autistic disabilities who have not been specifically touched. Autistic children are 

categorized as children with special needs. Autistic children need to be trained to 

develop psychosocial mentality for their daily lives. The needs of education, 

communication, and socialization for autistic children are different from other 

children in general. The absence of valid data on the number of autistic children in 

Indonesia makes it difficult to plan programs to support the fulfillment of the rights 

needs of autistic children. There are no special orphanages that have the facilities 

and infrastructure to handle autistic children. The existence of special orphanages 

for autistic children is a challenge in itself that is expected to be solved soon and a 

strategic policy is needed. the policy implementation model used in the analysis of 

handling autistic children in DKJ is the Edward III model because this model 

emphasizes several key factors that are very relevant to the context in the research, 

namely Communication; Bureaucratic Structure; Resources; Disposition. 

The results of the research are that communication related to the policy of handling autism 

in children in DKJ has not been implemented optimally, the DKJ Provincial Office, needs 

to have quality human resources who always anticipate future demands, the DKJ 

Provincial Government has not optimally implemented the orders contained in the 

Regulation of the Minister of Education and Culture No. 33/2008 and Regional Regulation 

No. 4/2022, the DKJ Social Service does not have a program specifically aimed at autistic 

children,  however, the existence of several programs for the handling of children with 

disabilities in general shows that the Social Service is still trying to deal with this issue. 

The method used in this study uses a qualitative design. As a key instrument, the 

data collection technique is carried out in a triangulation (combined) manner. 

Keywords: Autism, data, Policy Strategies, Autism Infrastructure 
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BAB I  

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

Visi Indonesia Emas 2045 adalah suatu gagasan yang bertujuan untuk 

menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur 

pada Tahun 2045. Tujuan dari gagasan ini ditargetkan pada Tahun 2045, 

peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dalam hal ini maka generasi 

Emas yaitu mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, 

berkompeten, dan berdaya saing tinggi  di Tahun 2045 yang merupakan konsep 

dalam rangka bertujuan untuk membekali pemuda Indonesia agar menjadi 

generasi muda yang berkualitas, kompeten, dan berdaya saing tinggi (Anjani 

et al., 2023). 

Mempersiapkan generasi emas 2045 memerlukan peningkatan kesehatan 

dan kualitas hidup masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda, yang 

merupakan masa depan bangsa, khususnya anak-anak Indonesia (Al Majeed et 

al., 2024; Amali, 2022). Fokus perhatian khusus dalam pembinaan generasi 

emas Indonesia tahun 2045 adalah pada anak sejak dalam kandungan hingga 

usia 18 tahun (Imaroh & Mesra, 2024). Sehingga dalam hal ini, banyak hal 

yang menjadi tugas dan perhatian Pemerintah dan juga merupakan tugas dari 

para orang tua dalam mempersiapkan anak Indonesia untuk menuju Indonesia 

Emas, terutama dari sisi pendidikan, kesehatan, penguatan mental, 

kesejahteraan (Sanjaya et al., 2024). 

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah 

penduduk Indonesia telah mencapai 278,8 juta jiwa pada pertengahan tahun 

2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Angka tersebut meningkat sebesar 1,05% 

dibandingkan tahun sebelumnya, saat jumlah penduduk Indonesia mencapai 

275,7 juta jiwa pada pertengahan tahun 2022. Jumlah penduduk Indonesia terus 

mengalami peningkatan sejak pertengahan tahun 2016 hingga tahun 2023, 

sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.1.  
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Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Indonesia (dalam ribuan) 

 
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024) 

 

Menurut data BPS pada Gambar 1.2, jumlah anak usia dini pada tahun 

2023 mengalami penurunan sebesar 1,7% dari jumlah 30,73 juta jiwa pada 

tahun 2022, sehingga jumlah anak usia dini di Indonesia pada tahun 2023 

diperkirakan mencapai 30,2 juta jiwa (Profil Anak Usia Dini 2022, n.d.). 

Angka ini mewakili 10,84% dari total penduduk Indonesia tahun ini, 

khususnya terkait jumlah anak. Demografi ini penting untuk dipertimbangkan 

dalam mempersiapkan anak Indonesia untuk tahun 2045, menuju Indonesia 

Emas. 

 

Gambar 1. 2 Jumlah Anak Usia Dini di Indonesia 

 
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023) 
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Kebijakan pada perlindungan anak di Indonesia ini sejalan dengan 

kebijakan global yang termuat dalam Sustainable Development Goals (Unicef, 

2024). Sebelum tercapainya Millennium Development Goals (MDGs), agenda 

pembangunan global pasca-2015 ditetapkan dalam KTT PBB tentang MDGs 

tahun 2010. Hal ini diperkuat oleh konsensus mengenai dokumen “The Future 

We Want” pada UN Conference on Sustainable Development 2012  (United 

Nations Conference on Sustainable Development, 2012). 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan komitmen 

global dan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia dan anak-anaknya (United Nation Department of 

Economic and Social Affairs, n.d.). Di antara tujuan penting yang diuraikan 

dalam program yang berkaitan dengan kesejahteraan, hak, dan perlindungan 

anak, yang terpenting adalah Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera (Fernandez, 

2020) yaitu Kehidupan yang sehat dan sejahtera didasarkan pada strategi untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat melalui inisiatif kebijakan pemerintah 

yang bertujuan untuk meningkatkan standar kesehatan. Yang kedua adalah 

Pendidikan Berkualitas, yang merupakan penentu penting kemajuan.  

Inovasi dalam pendidikan sangat penting untuk mencapai Sustainable 

Development Goals (SDGs) dengan menjamin pendidikan berkualitas yang 

inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar bagi semua siswa 

di Indonesia tanpa kecuali(del Arco et al., 2021). Tujuan ketiga adalah 

Mengurangi Ketimpangan (Kaltenborn & Krajewski, 2020), yang mencakup 

jaminan kesempatan yang sama dan pengurangan kesenjangan hasil dengan 

menghapuskan undang-undang, kebijakan, dan praktik yang diskriminatif, 

sekaligus mendorong inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua individu, 

tanpa memandang usia, jenis kelamin, status ekonomi, ras, etnis, asal usul, 

agama, atau disabilitas. 

Upaya pencapaian sasaran TPB/SDGs yang merupakan prioritas 

pembangunan nasional memerlukan kebijakan perencanaan yang terpadu pada 

tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, khususnya yang menyangkut 
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kebutuhan anak di Indonesia, perlindungan anak, dan kesejahteraan anak, 

termasuk anak penyandang disabilitas (Ramadani & Nugraheni, 2024). 

Keputusan yang menekankan kegiatan untuk menegakkan hak-hak individu 

penyandang disabilitas akan bersinggungan dan saling meningkatkan tujuan 

dan kebijakan TPB/SDGs, serta program yang inklusif terhadap individu 

penyandang disabilitas, khususnya anak-anak Indonesia penyandang 

disabilitas (Sudipa et al., 2023). 

Disabilitas merujuk pada gangguan, keterbatasan dalam beraktivitas, 

dan pembatasan dalam berpartisipasi (Nugroho, 2023). Gangguan fungsi atau 

struktur tubuh mengacu pada disfungsi, keterbatasan aktivitas menunjukkan 

tantangan yang dihadapi seseorang dalam melakukan tugas atau tindakan, 

sedangkan keterbatasan partisipasi menunjukkan kesulitan yang dihadapi 

seseorang dalam berinteraksi dalam berbagai peristiwa kehidupan (Nugroho, 

2023). Disabilitas merupakan fenomena yang memiliki banyak sisi, yang 

menggambarkan interaksi antara ciri fisik seseorang dan konteks sosial tempat 

mereka tinggal. Disabilitas pada anak dapat muncul akibat penyakit, 

kecelakaan, atau cacat bawaan. Individu dengan disabilitas fisik memiliki 

kelainan pada struktur tubuh, anggota tubuh, atau otot, beserta fungsi tulang, 

otot, sendi, dan saraf yang menurun (Cahyono, 2017).  

Menurut data yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB), populasi global diproyeksikan mencapai 8 miliar pada November 2022, 

dengan jumlah penyandang disabilitas mencapai 1,2 miliar, sekitar 15% dari 

populasi dunia. Angka yang signifikan ini mungkin akan terus meningkat 

(WHO, 2023). Masih merunut pada data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB), diperkirakan sekitar 1,3 miliar orang mengalami kecacatan yang cukup 

signifikan. Angka ini mewakili 16% populasi dunia, atau dapat dikatakan 1 dari 

6 populasi dunia adalah yang mengalami kecacatan mental atau mental 

disability (WHO, 2023). 
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Gambar 1. 3 Prevalensi Disabilitas Menurut 

Kelompok Pendapatan Negara Bank Dunia 

 

Sumber:(WHO, 2022) 

Berdasarkan pada Gambar 1.4, Prevalensi disabilitas bervariasi antar 

wilayah menurut versi data dari WHO, dimana dengan Wilayah Eropa 

memiliki prevalensi tertinggi (20%), diikuti oleh Wilayah Amerika (19,4%), 

dan peringkat ketiga adalah Wilayah Asia Tenggara dimana di dalamnya 

termasuk Indonesia sebesar 15,6%. Mengacu pada data dari WHO, terlihat juga 

bahwa prevalensi disabilitas secara global meningkat seiring bertambahnya 

usia, meningkat dari 5,8% pada anak-anak dan remaja berusia 0-14 tahun 

hingga 34,4%, dan di antara orang dewasa berusia lanjut >60 tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa 1 dari 3 lansia merupakan penyandang disabilitas (WHO, 

2022).  

Seorang individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, 

dan/atau sensorik yang berkelanjutan (Azzahra, 2020) mungkin menghadapi 

tantangan dan hambatan dalam terlibat secara lengkap dan efektif dengan 

lingkungan dan warga negara lainnya (Santoso & Apsari, 2017). Disinilah 

peran Pemerintah dalam hal penanganan penyandang disabilitas sangat penting 

terutama pada disabilitas ganda yang memiliki gangguan dari gabungan fisik 

mental, disabilitas mental dan sensorik atau dapat di klasifikan ke dalam 

penyandang disabilitas autis yang belum tersentuh secara spesifik. 
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Anak-anak dengan autisme adalah mereka yang terpengaruh oleh 

kondisi tersebut. Autisme adalah penyakit perkembangan pada anak-anak yang 

ditandai dengan gangguan komunikasi dan kesulitan dalam mengekspresikan 

emosi dan keinginan, yang menyebabkan terganggunya hubungan 

interpersonal (Oktavia & Sari, 2024). Ciri khas anak autis adalah kesulitan 

dalam interaksi sosial. Anak autis sering kali tampak asyik dengan dunianya 

sendiri, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan 

orang-orang di sekitarnya. Kadang-kadang, anak autis tampak menunjukkan 

respons atau kepekaan yang menurun terhadap emosi mereka sendiri atau 

emosi orang lain (Armanila et al., 2023). Beberapa tanda umum autisme 

meliputi kesulitan bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Sulit 

memahami pikiran dan perasaan orang lain. Merasa tidak nyaman bahkan stres 

karena beberapa hal, misalnya lampu yang terlalu terang atau suara yang keras. 

Riset mendalam dilakukan oleh Jinan Zeidan pada tahun 2022. Zeidan 

mengukur prevalensi anak autis di dunia dengan memasukkan faktor geografis, 

etnis, dan sosial ekonomi. Hasil penelitian Zeidan menunjukkan prevalensi 

global autisme meningkat dengan angka 1:100 (Zeidan et al., 2022). Penelitian 

yang dilakukan untuk anak yang lahir pada periode tahun 1994 hingga 2019 

menunjukkan prevalensi 0,72% anak terdiagnosis austism spectrum disorder 

(ASD) (Fung et al., 2023). Centers for Disease Control and Pevention (CDC) 

menyebutkan 1 dari 36 anak di Amerika didiagnosis dengan autis pada tahun 

2023. Prevalensi ini meningkat drastis dari data pada tahun 2020 yang 

menunjukkan angka 1:44 (CDC, 2023). Pada tahun 2021, prevalensi anak autis 

di Jepang melebihi 3%. Angka ini terus meningkat jika dibandingkan dengan 

tahun 2009 (Sasayama et al., 2021).  

Banyak faktor yang diyakini dapat memicu autisme, salah satunya 

adalah faktor genetik. National Institute of Health menyatakan bahwa keluarga 

dengan satu anak autis memiliki kemungkinan 20 kali lipat lebih besar untuk 

memiliki anak autis lagi (Hasdianah, 2013). Gen tersebut memainkan peran 

kunci dalam perkembangan otak atau terkait dengan kerusakan struktur otak 
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dan neurotransmitter (Elamin & AL-Ayadhi, 2015). Selain itu, ada berbagai 

pemicu lainnya, seperti komplikasi kehamilan atau persalinan dan penggunaan 

narkoba (Aswandi et al., 2023; Yuwono, 2012). Belum ada penelitian konklusif 

mengenai penyebab utama autisme. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 

menunjukan adanya korelasi antara faktor lingkungan, yaitu paparan zat 

bisphenol A (BPA), terhadap munculnya gejala autis pada anak (Evans et al., 

2014; Thongkorn et al., n.d.).  

Anak autis dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Anak 

autis perlu dilatih mengembangkan mental psikososial untuk kehidupan sehari-

harinya. Kebutuhan pendidikan, komunikasi, hingga sosialisasi bagi anak autis 

berbeda dengan anak lain pada umumnya. Di beberapa negara ASEAN, 

termasuk Malaysia, penanganan anak autis dilakukan melalui kerja sama 

antardisiplin dan antarkementerian. Di Malaysia, anak autis ditangani oleh 

banyak kementerian, termasuk sektor sekolah untuk mendukung pertumbuhan 

dan perkembangan mereka, dan sektor sosial terkait sumber daya yang tersedia 

seperti kartu disabilitas (Neik et al., 2014). Penanganan anak autis di Malaysia 

menggunakan metode bimbingan mental melalui ABA (Applied Behavior 

Analysis), floor time, sensoris integrasi, dan okupasi dengan materi patterning, 

brain gym poses, massage wajah, terapi warna, oral, dan terapi bermain (Syed 

Azman et al., 2022). Program jangka pendek dan jangka panjang dibuat untuk 

memberikan pelayanan dan memberikan kesempatan kepada anak autis untuk 

menyesuaikan diri anak autis dengan lingkungan sekitarnya.  

Penanganan anak autis di Malaysia dengan menggunakan metode ABA 

tersebut selaras dengan penanganan yang dilakukan terhadap anak autis oleh 

Pemerintah Jepang. Intervensi dini untuk anak-anak penyandang disabilitas di 

Jepang disebut ryou-iku yang bermakna "perawatan dan pendidikan" atau 

“dukungan pembangunan” (Yoshimura et al., 2019). Sebagai layanan 

kesejahteraan, intervensi awal umumnya disediakan di pusat medis setempat 

dan pusat dukungan perkembangan anak, terutama oleh pemerintah lokal 

(Kawamura et al., 2008). 
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Pemahaman mendasar terkait anak autis juga dapat dipengaruhi oleh 

budaya. Pola pengasuhan anak autis menunjukkan beragam pendekatan yang 

dipengaruhi oleh faktor budaya di berbagai negara. Jika orang tua di Indonesia 

menerapkan pola permisif, anak autis di Korea Selatan lebih sering diabaikan 

oleh orang tuanya. Pola demokratis lebih banyak digunakan di Amerika, 

berbeda dengan India yang lebih banyak abai, dan orang tua di China yang 

lebih menerapkan model otoriter (Mangandu et al., 2024). 

Penanganan Autis di Negara Jepang, terdapat The Autism Society of 

Japan yang merupakan wadah bagi komunitas penyandang disabilitas mental 

autis yang melaksanakan beberapa aktivitas seperti konseling, riset, dan 

publikasi (Hiraiwa, 2016). Jepang juga memberlakukan skrining awal autisme 

pada usia kurang lebih dua tahun melalui pemeriksaan kesehatan bayi dan anak 

sehingga dapat lebih awal mengetahui gejala dan potensi autisme untuk 

kemudian dapat segera memberikan penanganan yang tepat (Himuro, 2024). 

Anak autis di Jepang dididik di sekolah pendidikan berkebutuhan khusus 

(Special Needs Education/SNE). SNE didirikan dengan tujuan untuk 

mengurangi kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari serta pada 

proses belajar yang disebabkan oleh disabilitas yang disandang (Keitaro, 

2017). Seluruh anak autis dididik dengan berorientasi pada kemandirian 

melalui perolehan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan 

pekerjaan di masa depan (Uesugi et al., 2013). 

Prevalensi autisme pada anak-anak di Indonesia diperkirakan 1 dari 

150, yang berarti bahwa dari setiap 150 anak, terdapat satu anak yang 

didiagnosis autisme. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa 

menurut data pendidikan, jumlah siswa autis di sekolah luar biasa pada periode 

2020 hingga 2021 adalah 889 (Dewi, 2022). Dengan memanfaatkan data 

prevalensi autisme global yang berkisar antara 15 hingga 20 kasus per 10.000 

anak atau 0,15% hingga 0,20%, dan mempertimbangkan angka kelahiran 

tahunan di Indonesia yang mencapai enam juta, proyeksi jumlah anak autis di 
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Indonesia akan naik sebesar 0,15% atau setara dengan 6.900 anak setiap 

tahunnya (Mashabi & Tajudin, 2009). 

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial 

mencatat populasi penyandang disabilitas yang terdata by name by address per 

tahun 2019 adalah sebesar 127.295 orang, yang di antaranya 1.902 (autis), 

35.861 (daksa), 1.962 (down syndrome), 1.219 (eks kusta/penyakit kronis), 

37.558 (ganda), 7.257 (grahita), 1.481 (lambat belajar), 3.082 (low vision), 

13.318 (mental), 9.719 (rungu), 5.540 (total blind), dan 3.004 (wicara) (Data 

Dan Informasi, 2019). Namun belum ada data terkini jumlah anak autis di 

Indonesia. Jumlah yang tercatat pada tahun 2023 secara publik, anak autis di 

Indonesia mencapai 2,4 juta anak (Tempo, 2023).  

Ketiadaan data yang valid mengenai jumlah anak autis di Indonesia 

menyebabkan sulitnya perencanaan program untuk menunjang pemenuhan 

kebutuhan hak anak autis. Stigma negatif masyarakat atas anak autis seringkali 

membuat keluarga merasa harus menyembunyikan kondisi ini. Persepsi anak 

autis sebagai aib yang masih berkembang di kalangan masyarakat secara tidak 

langsung membuat anak autis merasa harus bersembunyi (Hidayah et al., 

2017). Konsepsi disabilitas tidak hanya untuk fisik tetapi juga keterbatasan 

mental juga mempengaruhi data yang ada. Gejala autis berupa hiperaktif pada 

anak seringkali dianggap hal yang wajar (Dahniar et al., 2024) sehingga jika 

ditanya apakah ada anak autis di suatu keluarga maka akan dijawab tidak ada. 

Salah satu bentuk kebutuhan primer anak autisme adalah tersedianya 

pendidikan khusus. Pada tahun 2021, Indonesia memiliki 2.250 sekolah khusus 

yang melayani kebutuhan pendidikan anak-anak penyandang disabilitas, 

termasuk autisme. Berdasarkan jumlah ini, 89,65% sekolah dimiliki oleh pihak 

swasta. Artinya, Pemerintah hanya menyumbang 10% dari jumlah keseluruhan 

sekolah luar biasa di Indonesia (Pusparisa, 2021). 

Data pada Gambar 1.4 menunjukan adanya 6.955 sekolah yang 

menyediakan pendidikan bagi anak bekebutuhan khusus. Jumlah ini meningkat 

drastis dibandingkan dengan data pada tahun 2021. Berdasarkan data ini, dapat 
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diartikan bahwa adanya kebutuhan yang meningkat atas sekolah khusus, yang 

artinya juga jumlah anak berkebutuhan khusus meningkat pesat. Statistik ini 

idealnya menyalakan lampu peringatan bagi Pemerintah untuk lebih 

memberikan perhatian khusus bagi perkembangan anak dan pemenuhan anak 

berkebutuhan khusus. 

Gambar 1. 4 Jumlah Sekolah Luar Biasa di Indonesia 

 

Sumber: (Kemendikbudristek, 2024) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 

Pasal 10, menegaskan hak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh 

layanan pendidikan yang layak pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang 

Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki 

Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa memastikan bahwa“setiap 

peserta didik berkebutuhan khusus berhak mengikuti pendidikan inklusif yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya. 

Meskipun ada beberapa inisiatif untuk meningkatkan akses ke 

perawatan kesehatan mental, banyak daerah di Indonesia masih menghadapi 

keterbatasan dalam penyediaan perawatan yang memadai. Fasilitas kesehatan 

mental khusus untuk autisme yang disediakan oleh pemerintah masih terbatas 

dan cenderung hanya tersedia di rumah sakit jiwa. Hal ini menimbulkan dilema 

baru karena tidak semua individu, terutama yang mengalami autisme, mampu 
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mengakses layanan di rumah sakit jiwa yang umumnya merupakan layanan 

tersier. Bahkan, layanan primer seperti puskesmas juga belum memiliki 

kemampuan untuk menangani permasalahan autisme. Kondisi ini membuat 

individu dengan autisme dan keluarga mereka menghadapi kesulitan dalam 

mendapatkan diagnosis yang tepat dan perawatan yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka.  

Pemerintah berkomitmen memberikan akomodasi, termasuk 

Pendidikan, yang layak bagi anak disabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang 

Disabilitas lahir sebagai perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas untuk memberikan jaminan akses pendidikan 

yang setara bagi anak disabilitas. Regulasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh 

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) melalui Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pelaksanaan Penghormatan, 

Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini 

mencakup berbagai ketentuan yang mengharuskan pemerintah provinsi untuk 

merumuskan rencana aksi daerah (RAD) dalam rangka memenuhi hak-hak 

penyandang disabilitas. Hal ini termasuk upaya untuk mengikutsertakan anak 

penyandang disabilitas dalam program pendidikan dan memastikan 

aksesibilitas di berbagai fasilitas umum. 

Gambar 1. 5 Jumlah Layanan SLB Per Provinsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: (Kemendikbudristek, 2024) 
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Berdasarkan data pada Gambar 1.5 di atas, DKJ termasuk dalam 10 

besar provinsi dengan jumlah layanan SLB terbanyak di Indonesia dengan 

jumlah 226 sekolah. Pemerintah Provinsi DKJ yang menjadi kota besar di 

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam hal penanganan anak 

penyandang autis meskipun belum terdapat data akurat. Komitmen Pemerintah 

Provinsi DKJ dalam penanganan anak autis diwujudkan dalam pembangunan 

pusat layanan autisme pertama di Indonesia. Pusat layanan ini lahir dari 

prakarsa Dinas Sosial DKj yang berkolaborasi dengan Masyarakat Peduli Autis 

Indonesia (MPATI). Pusat layanan ini diresmikan pada 2 April 2014 (Prasetyo, 

2014). Satu dekade pasca peresmiannya, Jakarta seharusnya dapat menjadi 

kiblat dalam penanganan khusus anak autis di Indonesia. 

Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKJ 

dalah memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, remaja, dan 

lanjut usia (LANSIA), penyandang disabilitas, dan Orang dengan HIV/AIDS 

(ODHA). Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial tersebut terdapat pada 22 

panti sosial dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi DKJ. Delapan dari 22 panti 

sosial yang ada dikategorikan panti yang menangani seluruh penyandang 

disabilitas yaitu: penyandang disabilitas netra dan rungu wicara, disabilitas 

Intelektual atau Grahita, Disabilitas Fisik, dan Disabilitas 

Mental/Psikotik/Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Namun, belum 

adanya panti khusus yang memiliki sarana dan prasana dalam menangani anak 

autis. Keberadaan panti khusus anak autis merupakan tantangan tersendiri yang 

diharapkan dapat segera tereselesaikan serta dibutuhkan suatu kebijakan 

strategis dalam isu permasalahan penangangan khusus anak-anak autis.  

Keberadaan 226 sekolah luar biasa dan 22 panti sosial yang ada di DKJ 

belum menjawab amanat dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022. Perintah 

untuk melakukan pendataan yang akurat dan pemantauan terhadap anak-anak 

dengan autisme berdasarkan ketentuan Pasal 105 Perda Nomor 4/2022 belum 

dilakukan. Padahal, data ini penting untuk memastikan mereka mendapatkan 
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layanan yang diperlukan. Penyediaan pendidikan inklusif yang diperintahkan 

ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 pun belum terpenuhi.  

Peserta didik berkebutuhan khusus yang terverifikasi oleh Kemenristek 

untuk Provinsi DKJ sebanyak 15.378 siswa. Jumlah ini tersebar dalam 6 

wilayah administrasi kabupaten/kota di DKJ. Data sebaran peserta didik 

berkebutuhan khusus dapat dilihat dalam Tabel 1.2 di bawah ini. 

 

Tabel 1. 1 Jumlah Siswa dan Sekolah Kebutuhan Khusus di Jakarta 

Nama Kota/Kabupaten Jumlah Siswa BK Jumlah SLB 

Kab. Kepulauan Seribu 40 0 

Kota Jakarta Pusat 1.784 16 

Kota Jakarta Utara 2.009 21 

Kota Jakarta Barat 3.103 47 

Kota Jakarta Selatan 3.259 73 

Kota Jakarta Timur 5.183 69 

Total 15.378 226 

Sumber: (Kemendikbudristek, 2024) 

Jumlah 15.378 terdiri atas dua kategori, yakni 14.548 siswa dengan 

ketunaan tunggal dan 830 siswa dengan ketunaan ganda. Tabel 1.2 menunjukan 

adanya ketimpangan antara jumlah siswa berkebutuhan khusus dengan jumlah 

layanan pendidikan yang tersedia. Persebaran jumlah SLB pun belum merata 

sesuai dengan proporsi jumlah siswa. Contohnya di Kabupaten Kepulauan 

Seribu, belum ada sekolah yang dapat memberikan pendidikan luar biasa sesuai 

kebutuhan siswa.  

Data yang dapat disajikan baik dari Kemendikbudristek, BPS, maupun 

Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKJ adalah data jumlah penduduk 

disabilitas. Belum ada pendataan secara faktual jumlah penduduk, khususnya 

anak, yang didiagnosa mengalami autis. Sepuluh tahun pasca peresmian pusat 

layanan autis, belum ada perkembangan signifikan sistem penanganan anak 

autis di Jakarta. Pembangunan 22 panti sosial yang telah dilakukan belum 

secara spesifik memberikan pelayanan bagi anak autis. Padahal anak autis 
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memiliki kebutuhan khusus yang tidak dapat dipersamakan dengan anak 

berkebutuhan khusus lainnya. Sumber daya, baik sarana prasarana, anggaran, 

dan manusia yang ada di panti pun belum dibekali dengan kompetensi yang 

khusus menangani anak autis. 

Penanganan anak autis menjadi tantangan tersendiri dengan belum 

adanya prioritas terhadap permasalahan ini. Ironisnya anak autis banyak yang 

juga mengalami jenis disabilitas lainnya (disabilitas ganda) sehingga mereka 

memerlukan penanganan khusus.  Namun, Dinas Sosial belum menerapkan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pemenuhan hak disabillitas autis 

anak. Kondisi ini dikarenakan tidak adanya kebijakan atau SOP yang khusus 

digunakan untuk penanganan anak autis. Untuk itu, dengan mengacu pada latar 

belakang yang telah di uraikan, dan dari penelitian yang belum maksimal 

mengungkap beberapa permasalahan dan tantangan penanganan anak autis di 

lapangan, maka dalam kesempatan ini penulis mengangkat suatu judul 

penulisan tesis berupa: STRATEGI KEBIJAKAN PENANGANAN 

AUTISME ANAK PADA DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI 

DAERAH KHUSUS JAKARTA. 

 
 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Belum tersedianya data anak penyandang autis usia 0 – 19 tahun di Provinsi 

Daerah Khusus Jakarta; 

2. Belum optimalnya Pemerintah Provinsi DKJ dalam penanganan Autisme 

Anak; 

3. Belum adanya strategi kebijakan secara spesifik yang menangani 

permasalahan kebutuhan anak penyandang autis di Provinsi Daerah Khusus 

Jakarta. 

 

C. Rumusan Permasalahan 

Merujuk pada uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya penanganan 

autisme anak di Provinsi Daerah Khusus Jakarta? 

2. Bagaimana strategi kebijakan penanganan autisme anak di Provinsi 

Daerah Khusus Jakarta? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mampu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya 

penanganan autisme anak di Provinsi Daerah Khusus Jakarta; 

2. Mampu menjelaskan strategi kebijakan penanganan autisme anak di 

Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

Merujuk pada kedua tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat 

dicapai dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada Pemerintah 

Provinsi DKJ, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga pendidikan, 

lembaga pelayanan yang bergerak di bidang autisme anak, akademisi, dan 

masyarakat yang memiliki perhatian di bidang penanganan anak autis sehingga 

dapat memberikan pelayanan terbaik yang mampu mendukung perkembangan 

lebih optimal terhadap anak penyandang autis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Faktor-faktor penyebab belum optimalnya penanganan autisme anak di 

Provinsi Daerah Khusus Jakarta 

a. Pemprov DKJ saat ini belum memiliki regulasi secara khusus 

mengatur penanganan autisme pada anak, meskipun Perda No. 4/2022 

telah disahkan untuk mengatur isu disabilitas secara umum. 

Ketidakberadaan aturan yang spesifik mengenai autisme ini 

mengakibatkan kurangnya kerangka hukum yang jelas untuk 

mendukung anak-anak dengan gangguan spektrum autisme dan 

keluarga mereka. Selama ini, komunikasi kebijakan yang dilakukan 

oleh Pemprov DKJ berlandaskan pada Perda tersebut, dan informasi 

disebarluaskan melalui berbagai media, terutama media sosial, yang 

merupakan saluran penting untuk menjangkau masyarakat. Namun, 

meskipun banyak kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, tema 

autisme secara khusus masih jarang diangkat, sehingga banyak orang 

tua dan masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang memadai 

tentang penanganan dan dukungan yang diperlukan oleh anak-anak 

autis. Hal ini menunjukkan faktor komunikasi menjadi penyebab tidak 

optimalnya penanganan autism anak di Provinsi DKJ; 

b. Dinas Sosial Provinsi DKJ memiliki beragam sumber daya yang 

mendukung penanganan disabilitas, termasuk tenaga kerja yang 

terlatih, anggaran yang cukup besar, dan sarana prasarana yang 

memadai. Namun, meskipun potensi sumber daya ini ada, tidak 

terdapat alokasi khusus yang ditujukan untuk penanganan anak-anak 

autis. Hal ini menjadi suatu ironi, mengingat kebutuhan akan dukungan 

yang spesifik untuk anak autis sangat mendesak, mengingat 

karakteristik dan tantangan unik yang mereka hadapi. Dalam hal ini, 
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berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, sumber daya 

menjadi faktor penghambat optimalnya implementasi kebijakan 

penanganan autism anak di Provinsi DKJ; 

c. Dalam konteks penanganan anak autisme, faktor disposisi di Dinas 

Sosial DKJ menunjukkan respon dan komitmen yang positif dari para 

pelaksana. Mereka menyadari pentingnya memberikan perhatian 

khusus kepada anak-anak dengan gangguan spektrum autisme dan 

berusaha untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung 

kebutuhan mereka. Komitmen ini menjadi pendorong utama dalam 

upaya penanganan, karena para pelaksana tidak hanya menjalankan 

tugas mereka, tetapi juga menunjukkan empati dan dedikasi dalam 

memberikan layanan yang terbaik. Namun sikap pelaksana ini dapat 

berjalan secara maksimal jika mendapatkan dukungan dari berbagai 

faktor yang lain; 

d. Dinas Sosial DKJ belum memiliki unit khusus yang menangani 

autisme pada anak dalam struktur birokrasi mereka. Ketiadaan unit ini 

berdampak signifikan terhadap pengembangan program dan alokasi 

anggaran yang diperlukan untuk penanganan anak-anak dengan 

gangguan spektrum autisme. Tanpa adanya fokus yang jelas dalam 

struktur organisasi, upaya untuk merancang dan melaksanakan 

program-program yang spesifik bagi anak autis menjadi terhambat. 

Hal ini menciptakan kesenjangan dalam layanan yang seharusnya 

dapat diberikan kepada anak-anak dan keluarga mereka, yang sangat 

membutuhkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan unik mereka. 

Struktur birokrasi yang tidak mendukung ini menjadi salah satu faktor 

penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan autisme, 

karena tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengidentifikasi, 

merencanakan, dan melaksanakan intervensi yang efektif.  
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2. Strategi kebijakan penanganan autisme anak di Provinsi Daerah Khusus 

Jakarta 

a. Penetapan kebijakan khusus untuk penanganan anak autis dalam 

bentuk Peraturan Daerah, Peraturan ini diinisiasi oleh Dinas Sosial 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama antara Gubernur dan DPRD 

Provinsi DKJ. Dengan dibentuknya Perda, maka arah kebijakan 

penanganan autism anak di DKJ dapat lebih terstruktur dan 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Perda Nomor 4 Tahun 

2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan bagian langkah 

konkrit yang dilakukan Pemerintah DKJ. Perda tersebut menjabarkan 

tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan 

Hak Penyandang Disabilitas yang terdiri dari delapan BAB dan 134 

Pasal, yang didalamnya mengatur antara lain pada pemenuhan hak-hak 

penyandang disabilitas pada 18 bidang dimana masing-masing 

bidangnya yakni tentang perencanaan dan evaluasi, keadilan dan 

perlindungan hukum, pendidikan, ketenagakerjaan dan 

kewirausahaan, kesehatan, keolahragaan, kebudayaan, pariwisata dan 

ekonomi kreatif, kesejahteraan sosial, infrastruktur, pelayanan publik, 

transportasi, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, 

konsesi, pendataan, komunikasi dan informasi, perlindungan 

perempuan dan anak, serta pelindungan dari tindakan diskriminasi, 

penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; 

b. Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas, terkait dengan Disabilitas Autis hanya terdapat  pada Pasal 

1b yang hanya menjelaskan bahwa “Disabilitas perkembangan yang 

berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan 

hiperaktif”. Dalam beberapa pasal yang telah ada dalam pemenuhan 

hak penyandang disabilitas, masih sangat sedikit terkait kebijakan 
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yang menyentuh pada pemenuhan anak autis dalam Perda Nomor 4 

Tahun 2022. Dalam Perda tersebut memang telah menyentuh dalam 

hal aspek sosial, aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek hukum 

untuk seluruh penyandang disabilitas, namun belum secara konkret 

dan detil dalam penjabaran untuk pemenuhan secara eksplisit dalam 

penanganan anak autis dalam pasal–pasal yang ada dalam perda 

tersebut; 

c. Belum adanya kebijakan lain di luar Perda Nomor 4 Tahun 2022 di 

Provinsi DKJ, sehingga diperlukan strategi revisi kebijakan atau 

menerbitkan kebijakan lain yang merupakan turunan dari Perda Nomor 

4 Tahun 2022 dalam hal pengembangan panti sosial khusus untuk anak 

autis sebagai leading point dalam pelaksana program untuk anak autis. 

Karena kebutuhan anak autis yang berbeda dengan penyandang 

disabilitas lain idealnya ditangani oleh panti sosial yang khusus. Panti 

perlu dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan secara spesifik bagi 

anak autis. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, namun 

sekiranya masih ada juga peluang untuk proses perbaikan dengan kerja 

sama antara pemerintah, LSM, masyarakat, dan sektor swasta, 

sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan 

mendukung bagi individu anak dengan autisme. Selain itu adanya 

program pelatihan untuk tenaga pendidik dan layanan kesehatan, 

kampanye kesadaran masyarakat, serta dukungan bagi keluarga adalah 

beberapa hal yang dapat dijadikan langkah konkret untuk dapat 

diambil dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kebijakan bagi 

individu anak dengan autisme di khususnya di Provinsi Daerah Khusus 

Jakarta (DKJ); 

d. Penyusunan rencana strategi komunikasi kebijakan yang komprehensif 

dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya melalui media sosial 

atau kampanye. Komunikasi perlu difokuskan pada konsepsi apa, 

bagaimana, dan harus seperti apa dalam penanganan autism anak. 
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Komunikasi kebijakan yang dibangun diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman masyarakat terkait penanganan autism anak. Selain itu 

Peningkatan kualitas SDM yang akan menangani anak autis. SDM 

yang ada tidak hanya harus ditambah secara jumlah, tetapi juga perlu 

ditingkatkan kompetensinya. Pelatihan dan sertifikasi khusus di bidang 

penanganan autism anak sangat perlu dilakukan; 

e. Koordinasi antar lembaga yang lebih baik perlu dilakukan. Dinas 

Sosial sebagai leading sector tidak dapat melakukan penanganan 

autism anak sendiri karena beririsan dengan berbagai faktor, misalnya 

pendidikan dan kesehatan. Koordinasi dengan berbagai instansi 

pemerintah diperlukan untuk menjamin penyediaan layanan bagi anak 

autis yang lebih komprehensif. Selain itu dibutuhkan semacam 

pelatihan dan pemenuhan akan gizi. Pelatihan yang dilakukan 

diharapkan dapat menggali potensi apa saja yang dimiliki anak autis 

dalam pengembangan dirinya. 

 

B. Saran 

1. Dinas Sosial Daerah Khusus Jakarta (DKJ)  perlu menjadi inisiator revisi 

terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 dan sekiranya dalam salah 

satu pasal Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 harus memasukkan 

ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan anak autisme, agar 

kebijakan tersebut dapat lebih responsif terhadap kebutuhan mereka maka 

perlu adanya strategi kebijakan untuk dapat di implementasikan. Selain itu, 

harmonisasi dengan aturan lain yang juga terkait dengan anak autisme 

sangat penting untuk memastikan semua regulasi saling mendukung dan 

tidak bertentangan, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan secara 

tepat, efektif, efisien, transparan, dan pastinya dapat memberikan 

perlindungan serta dukungan yang optimal bagi anak-anak berkebutuhan 

khusus ini dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku 

di Indonesia; 
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2. Dinas Sosial Daerah Khusus Jakarta (DKJ) perlu melibatkan berbagai 

unsur yang terkait dengan penangangan autism seperti pihak swasta, dan 

media, tokoh masyarakat dan pemengaruh sosial (influencer), serta 

organisasi non-pemerintah (NGO) untuk dijadikan wadah dalam 

mensosialisasikan penangangan autism. Melalui sinergi ini diharapkan 

masyarakat akan lebih memahami dan menerima keberadaan anak-anak 

autis, serta berpartisipasi aktif dalam program-program yang dirancang 

untuk mendukung mereka. Dinas Sosial DKJ juga perlu meningkatkan 

kapasitas SDM dalam menangani anak-anak dengan autisme, baik dalam 

hal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Hal ini dapat dicapai 

melalui pelatihan, bimbingan teknis berkala, dan workshop yang berfokus 

pada pemahaman autisme dan teknik-teknik intervensi yang efektif. Selain 

itu pekerja sosial juga perlu ditambahkan dengan sertifikasi khusus 

penanganan khusus anak autis. 

3. Dalam penanganan rehabilitasi sosial, penting untuk menyesuaikan 

kualifikasi penerima layanan dengan tupoksi agar pelayanan dapat lebih 

fokus dan efektif, khususnya anak dengan autis dengan menguatkan sarana 

dan prasarana khusus dalam hal penanganan anak autisme serta 

menguatkan struktur dalam organisasi Panti Sosial. Diharapkan juga tidak 

ada unit layanan dengan konsep total care, sehingga perlu mempermudah 

penyaluran layanan dan rujukan ke panti lain. Selain itu, penambahan panti 

di sektor laras, werda, dan paliatif sangat diharapkan untuk memenuhi 

kebutuhan yang beragam. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan konsep 

special care anak autis yang terfokus pada penanganan anak-anak 

penyandang autis. Perlunya peningkatan kerjasama dengan pemerintah 

provinsi di luar Jakarta dan pemerintah pusat juga dapat menjadi langkah 

yang krusial dalam memperkuat sistem penanganan anak autisme. 

4. Dinas Sosial Daerah Khusus Jakarta (DKJ) perlu mendirikan pusat layanan 

terpadu untuk anak-anak dengan autisme yang menyediakan berbagai 

layanan seperti konseling, terapi, dan pendidikan inklusif. Pusat ini juga 
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bisa menjadi tempat bagi orang tua untuk berbagi pengalaman dan 

mendapatkan dukungan penuh. Pusat layanan ini dapat dibangun dengan 

melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti sekolah, rumah sakit, 

pihak swasta, Psikolog, dan organisasi masyarakat sipil, untuk 

menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak 

autisme. 
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